ISSN : 3123-1659

POLICY BR

AGAMA DAN [LMU SOSIA
Vol.1 No.1Tahun 2025

:
{13

PEMBELAJARAN DARI DINAMIKA OTORITAS KEISLAMAN
DI MESIR UNTUK INDONESIA

Penulis:
Muhammad Latif Fauzi', Imam Mustofa? Reza Sh
Zulfa Aulia*

™ Tim Peneliti MORA UIN Raden Mas Said Surakartz



g

Policy Brief A Dan limu Sosial KTy
olicy Brief Agama Dan limu Sosia %-J% m \“ lpdp

E-ISSN: 3123-1659 ot

H.l\IJ_L.N.-'\"‘-\S SAID

PEMBELAJARAN DARI DINAMIKA OTORITAS
KEISLAMAN DI MESIR UNTUK INDONESIA

Nama Penulis: Muhammad Latif Fauzi, Imam Mustofa, Reza Shaker Ardekani, Zulfa Aulia

Ringkasan

Penelitian tentang otoritas keislaman di Mesir, khususnya peran Al-Azhar Al-Syarif dan Dar Al-Ifta’ Al-

Mishriyyah, memberikan wawasan penting tentang bagaimana institusi keagamaan berevolusi dalam

konteks sosial-politik yang dinamis, termasuk tantangan dari modernisasi, kolonialisme, dan

transformasi digital. Mesir sebagai negara dengan warisan Islam yang kaya dan institusi keagamaan

yang berpengaruh, menghadapi kompleksitas pengelolaan otoritas keagamaan antara tradisi, negara,

dan masyarakat sipil.

Kata kunci: Otoritas Keislaman; Mesir; Indonesia; Transformasi Digital; Al-Azhar.

Isu Kunci

e Institusi keagamaan sebagai pilar sosial dan politik
Al-Azhar dan Dar Al-Ifta’ berperan sebagai penjaga tradisi sekaligus mediator antara teks agama
dan praktik sosial. Namun, mereka juga harus menyesuaikan diri dengan tuntutan modernitas
dan politik negara.

e Peran negara dalam mengontrol dan mengatur otoritas agama
Negara Mesir, melalui regulasi dan pengangkatan pejabat agama, berusaha menjaga kontrol atas
lembaga keagamaan agar selaras dengan kepentingan politik. Strategi ini menghasilkan dualisme
antara Islam resmi negara dan Islam alternatif yang berkembang di masyarakat.

e Tantangan transformasi digital dan pluralitas otoritas
Kemajuan teknologi digital membuka ruang baru bagi aktor keagamaan non-tradisional,
termasuk tokoh agama daring tanpa kredensial formal, yang menggeser monopoli institusi
tradisional dan menciptakan fragmentasi otoritas keagamaan.

e Dinamika hubungan antara militer, Islam, dan masyarakat sipil
Militer di Mesir memiliki peran dominan dalam menjaga stabilitas politik dan mengatur ruang
ekspresi Islam politik, termasuk tindakan represif terhadap kelompok Islam yang dianggap
mengancam kekuasaan.

e Peran Islam sebagai simbol perlawanan dan identitas nasional
Islam berfungsi sebagai landasan sosial-politik dalam perlawanan terhadap kolonialisme dan
otoritarianisme, namun juga menjadi arena perebutan pengaruh antara kekuatan sekuler dan
Islamis.
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Selama berabad-abad, otoritas agama di dunia Muslim berdiri dengan ulama dan pusat-pusat
pengetahuan Islam berfungsi sebagai pilar utama. Di Mesir, tradisi ini menemukan ekspresi yang
paling menonjol di Universitas Al-Azhar. Melengkapi institusi ini adalah Dar al-Ifta al-Missriyyah, badan
yang berafiliasi dengan negara yang dipercayakan dengan tugas penting untuk mengeluarkan fatwa
tentang masalah hukum dan praktik Islam. Entitas-entitas ini berfungsi sebagai saluran utama dan
seringkali tunggal dalam membentuk wacana agama, memandu praktik ritual, dan menyediakan
kerangka etika dan moral yang menopang kehidupan sosial.

Namun, pada dekade terakhir abad ke-20 dan ke-21 terjadi pembentukan ulang lanskap
informasi global yang dipicu oleh revolusi digital. Proliferasi internet yang cepat, jangkauan platform
media sosial yang melampaui hambatan geografis dan sosial, dan meningkatnya aksesibilitas teknologi
seluler yang kuat telah secara fundamental mengubah cara individu di seluruh dunia mengakses,
mengkonsumsi, dan berinteraksi dengan semua jenis informasi, termasuk yang sakral dan spiritual.
Transformasi digital ini tidak hanya menyentuh kehidupan religius, melainkan telah memicu
pembentukan ulang otoritas agama dengan dampak yang sangat signifikan dan kompleks. Batas-batas
penyebaran pengetahuan agama yang dulunya ditentukan dengan jelas telah menjadi makin keropos,
sifat, sumber, dan legitimasi otoritas agama secara aktif dinegosiasikan ulang dalam medan yang luas
dan seringkali tidak diatur di bidang digital.

Belajar dari pengalaman entitas di Mesir di atas, policy brief ini merumuskan sejumlah
rekomendasi strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam merespons
transformasi otoritas agama di tanah air yang disebabkan oleh perkembangan teknologi digital.

Implikasi Untuk Kebijakan Pemerintah Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan sistem keagamaan yang

pluralistik, dapat mengambil pelajaran penting dari studi Mesir ini untuk mengelola hubungan antara

agama dan negara, serta menanggapi perubahan sosial dan teknologi:

Penguatan Institusi Keagamaan yang Berbasis llmu dan Keadaban

e Perkuat lembaga keagamaan formal yang mampu menjadi rujukan ilmiah dan moral, serupa
peran Al- Azhar, untuk menjaga otoritas keagamaan yang sahih dan moderat.

e Dorong integrasi pendidikan agama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk
menghadapi tantangan zaman.

Kebijakan Pengaturan Otoritas Keagamaan yang Transparan dan Inklusif

e Hindari dominasi politik yang berlebihan terhadap institusi keagamaan agar tetap independen
dan kredibel.

e Bangun mekanisme pengawasan yang adil dan dialogis antara negara, lembaga agama, dan
masyarakat sipil untuk mengelola pluralitas suara keagamaan.

Adaptasi terhadap Era Digital dengan Strategi Komunikasi Agama Modern

e Manfaatkan platform digital untuk menyebarkan dakwah moderat dan edukasi keagamaan yang
berimbang.

e Sediakan ruang bagi figur agama digital yang kredibel untuk menghindari dominasi narasi
ekstremisme atau informasi yang salah.

Penguatan Masyarakat Sipil dan Peran Aktif Umat dalam Dialog Keagamaan

e Dorong partisipasi masyarakat dalam diskursus keagamaan dan sosial untuk membangun iklim
toleransi dan inklusi.
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e Berdayakan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang mendukung kesejahteraan sosial
dan pembangunan karakter bangsa.

Keseimbangan antara Keamanan dan Kebebasan Beragama

e Jaga keseimbangan antara pengawasan terhadap aktivitas keagamaan yang berpotensi radikal
dan perlindungan hak kebebasan beragama.

e Terapkan pendekatan yang humanis dan preventif dalam penanggulangan radikalisme agama.

Rekomendasi

Pemerintah Indonesia perlu segera mengimplementasikan lima langkah strategis ini untuk mengelola

dinamika otoritas keagamaan, memperkuat narasi moderat, dan beradaptasi terhadap tantangan era

digital, belajar dari pengalaman Mesir.

No. ‘ Rekomendasi ‘ Tindakan Prioritas

1 Reformasi Kurikulum Pendidikan Agama | Integrasi kurikulum berbasis moderasi Islam dan
literasi digital dalam pendidikan agama formal
dan informal.

2 Penguatan Kapasitas Lembaga Fasilitasi pelatihan dan sertifikasi ulama serta

Keagamaan tokoh agama digital agar memenuhi standar

kredibilitas.

3 Pembangunan Platform Dakwah Digital Kembangkan portal resmi yang mudah diakses

untuk fatwa, ceramah, dan edukasi keagamaan
dengan kontrol kualitas

4 Dialog Antar Agama dan Antar Selenggarakan forum lintas agama dan
Komunitas komunitas untuk meredam potensi konflik dan
memperkuat kerukunan.

5 Penguatan Regulasi Keamanan Siber Tingkatkan pengawasan dan literasi terhadap
penyebaran konten keagamaan yang provokatif

dan radikal.

Kesimpulan

Transformasi otoritas keagamaan di Mesir memperlihatkan betapa kompleksnya hubungan agama,
politik, dan teknologi dalam membentuk masyarakat modern. Indonesia dapat memetik hikmah dari
dinamika ini untuk mengembangkan sistem keagamaan yang kuat, inklusif, dan adaptif terhadap
perubahan global tanpa mengorbankan nilai-nilai keislaman yang moderat dan damai
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